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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam bab pembahasan, maka dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut :

1.

Kekuatan Hukum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39) setelah dinyatakan tidak berlaku mengikat dengan keluarkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tentang Hak Uji
Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)Terhadap
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat karena sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
98), Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kekuatan mengikat
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) bersifat
final yakni putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap
sejak diputuskan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Hak-Hak Pekerja yang di PHK Setelah Pasal 158 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) dinyatakan tidak berlaku mengikat oleh




Mahkamah Konstitusi Pekerja yang di PHK setelah Pasal 158 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) dinyatakan tidak berlaku
mengikat oleh Mahkamah Konstitusi maka diberikan hak-hak seperti diatur
dalam Pasal 160 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 39)yaitu Uang Penggantian Hak dan Uang Penghargaan.

B. SARAN

L.

Diperlukan adanya sosialisasi yang menyeluruh mengenai Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Hak Uji Materiil
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) terhadap Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya mengenai Pasal 158 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) yang telah dinyatakan tidak
berlaku mengikat lagi. Sosialisasi menyeluruh disini maksudnya sosialisasi
tersebut harus diberikan kepada para pengusaha dan juga para pekerja. Ini
bertujuan untuk menghindari adanya pengusaha yang melakukan PHK
sepihak kepada pekerja yang melakukan kesalahan berat dengan

mendasarkan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

. Pengawasan harus dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Depnakertrans) dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah

Konstitusi No 012 / PUU-I/ 2003 tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang
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Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) terhadap Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia 1945.

. Perlu diadakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39)yang disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 /
PUU-I / 2003 tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
khususnya mengenai ketentuan tentang pekerja yang melakukan kesalahan

berat.
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